BUPATI SBANGGAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 221 /DISKOMINFO/ 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

BUPATI] SANGGAU,

Menimbang : &a. bahwa informasi yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai  denpan undang-undang, kepatutan, dan
kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada ~ masyarakat  seria setelah
dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup
informasi publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, menyatakan bahwa pengklasifikasian informasi
ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan
Pengujian HKonsekuensi secara seksama dan penuh
ketelitian sebelum menyatakan Informasi tertentu
dikecualikan untuk diakses aleh setiap orang;

¢. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi
yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

: Sanggau Tahun 2026,

Mengingat * 1. Undang-Undang MNomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor B Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il
Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959, tentang Menetapan Undang-Undang Darurat
Homor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan



Pembentukan Daerah Tingkat [1 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Public (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Memor |, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor T153);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 6] Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tehun
2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6],

6. Peraturan Bupati Sanggau Nomeor 33 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik |Berita Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2026, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID] Pelaksana, dan petugas
informasi di seap Organisasi Perangkat Daerah dalam
pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Juni 2026
— BUPATI SANGGALU,
.ﬂ!‘.ﬂﬂﬁl :Itng‘an aslinya
/N EEPR M,
e ."I ' ted
oy ;ﬁ : YOHANES ONTOT
\ % .? A S W

Pembina Tingkat | (1V/b]
NIP 19770315 200502 2 002



DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

INFORMASI

: KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
1 221 /DISKOMINFO/ 2026
: PENETAPAN DAFTAR

YANG DIKECUALIKAN Dl

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

pelanggaran kode
etk profesi, disiplin
peEawai malpun
tindak pelanggaran
hukum.

BATAS WAKTU
KO INFORMASI DESKRIPSI DASAR HUKUM e~ PENGECUALIAN
JIKA DIBUKA 1 JIKA DITUTUP
1 !Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum
1. | Pengaduan Pengaduan Masyarakeat ; a. UL No. 14 Tahun . Penyalahgunaan a. Menjamin kerahasiaan |a Tidak terbatas,
a. Identitas pelapor dan 2008 tentang KIP oleh pihak yan dan keamanan kecuali dengan
isi lnporan dugaan Pasal 17 huruf a dan tdak berhak; pengeduan; tujuan terteniu
tindalk huruf j; . Masyarakat b. Masyamkat tidak ragu dengan ijin
korapsif pencrimann ., Permenpan Mo enggan melaporkan melaporkan dugman Bupsati;
gratifikasi dan PER/ 04 /M.PAN/O3/2 dugaan tindak tindalk korupsi dan b. Atas
penyalahgunann 008 tentang Kode Etik korupsi dan penyalahgunaan persetujuan
WEWENANE Yang Aparat Pengownsan penyalahgunaan wewenang schinggs Yang
dilakukan oleh [ntern Pemerintah; wewenang schingga mendorong erciptanya bersanglkootan;
pepawal; dan damn menghambat WBK dan WBBM: dan dan
b. Dokumen pengaduan . Permenpan Mo, terciptanya c. Masyarakat tdak C. Sampai proses
masyarakat. PER/O5/M.PAN O3 [2 Wilayvah Bebas ragu melaporkan pengadiuan
{08 Tentang Standar Korupsi (WEBK) dan dugaan pelanggaran selesal,
Aundit Aparal Wilayah kode etik profesi.
Pengawasan Intern Birokrasi Bersih
Pemerinah. dan Melayani
[WBEM); dan
- Masyarakat/karya
WAN EOEEAT
melaporkan




Pl:nr'g_ﬂkﬂn Hukum

A, lentitns para pilink
ynng bersenghoin; dan

a. UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP,

Diapat m:nghn.mlii_lt
proscs

a.mll"lml.;lindungk rahasia
masing-masing pihak

Permanen

_I‘cnrmknn Perda

b Dokumen peonyelesalan Pasaal 17 hurufa, o penyelesainn vang berselisih;
perselisihan hubungan dan huruf h; dan persclisihan. b. Menjaga rahasia
industrial, b UL Mo, 2 Tahun 2004 perusahaan dan

tentang Penyeleaainn menciptakan

Perselisihan ketenangan

Hubungan berusaha; dan

Industrial. £. Menjaga
persaingan usaha
tidak sehat.

. Jadwalf ngendn a. UL No. 14 Tahun a. Dapat menghambat | a. Menjaga independensi | Sampai selesainya
penegakan Perda; dan 2008 tentang KIP, proses penegakan proses penegalkan penegakan perds

b. Identitas para Fasal 17 huruf a dan Perda; Perda; dan
pelanggar. huruf [; dan « Menyebabkan b. Membaniu

b, ULl Mo, 14 Tahun bocornya informast kelancaran proses
2008 tentang KIP, rencana penegakan penegakan hukum.
Pasnl 17 huraf a dan Perda;
humf h . Membahayakan

peiugas penegalonn
perda;
Berpotensi
terjadinya
pemerasan aleh
obkmim kepada
pelangrar Perda;
. Menghambat
proses penegalkan
Perda; dan
Berpotensi
melanggar Hak
Aspsi Manusia

dari pelanggar.




4. | Infarmnsi Hasdl a. Lapomn; n. UU Mo, 23 Tahun Dapat menghambat a. Menjaga Thmpm selesainya
penyelidikan dan h. Buktl; 2014 Proacs independensl proses penegakan perda
penvidikan terhadap ¢. Keternngan lain, k. PP Mo. 6 Tahun 2010; | hukum/penvelidilkan f penegakan Perda; dan
pelanggaran perda dan penyidikan bh. Membantu

c. UL MNa, 14 Tahun kelancaran proses
2008, pasal 17 huruf penegakan hukum.
il dan huruf §,

5. | Jdadwal, lokasi dan a. Jadwal/apenda razia; PP Nomaor 16 tahun Dapat menanggu Kegiatan yang Sampai setelah
wakiu pelaksanaan dan 2018 tentang Satuan jalannya kegiatan dilaksanakan dapat kegiatan selesai
kegiatan razia b. Tempat pelaksanaan Polisi Pamong Praja yang akan berjalan seperti yang dilaksanakan

TR, dilaksanakan yang diharapkan
berpotensi membuat
petugas tdak dapat
melaksanakan tugas
dan tanggung
jawabnya secars
profesional

I_ | Informesi yang dapat mengganggu kepentingan pe HAKI dan persaingan usaha tidak sehat =

1. | Perlindungan Inovasi yang dilindungi a. UL No. 14 Tahun Mengganggu Melindungi Sampai inowvissi
FLAKT Hak Atas Kekayaan 2008 tentang KIP, kepentingan kekayaan intelekizal tersebut menjadi

Intelektual Pasal 17 huruf b; dan | perlindungan informasi yang
b, UL Mo 28 Tahun 2014 | kekayaan intelektaal hiza
tentang Perlindungan dipublikasilan
Halk Cipta
2. | Pelaku usaha 2. Struktur skala upah a. UU No. 14 Tahun a. Membawa a. Mcnjaga kerahssiaan | a. Tidak terbatas:
perusahaan; 2008 tentang KIP, informasi rahasia perusahann; dan
b. Data pribadi Pasal 17 huraf b; perusahasan; b. Menjaga ildim usaha b, Informasi
perusabann; b. Undang-Undang b. Dapet industri agar kondusif; nanya boleh
¢, Rincian nllal produksi Nomor 30 Tahun menimbillan dan diberilan
dan pemasaran 2000 tentang Eahasia persaingan usaha c. Melindungi persaingan kepada instansi
perusahaan; Daganyg; yang tidalk schat; usaha tdak sehat yang
d. Data Pribadi pelako c. ULl No.13 Tahun 2023 dan berwenang.
UMEKM Kabupaten tentang c. Untuk menghiivdari
Sanggau; dan ketenagaleerjaan; dan penyalahgunaan
e. Data Pribadi Koperasi data.




T i | dd. PP Nen6 1 Tahun 2010
| Pasal 3
—. -
| 3. | Perizinan Prses penerbitan m. UL Mo, 14 Talun Dapat menghambat Menjaga independensi dan | a. Selama
[ Dokumen rekomendasi 2008 tentang KIP, proses penerhbitan obyektivilas proses dokumen
perisinan Pasal 1T huref b dan | rekomendasi izin penerbitan rekomendasi masih
| huruf h; in berlalku; dan
b, Pernturan Bupati b. Informasi ini
i Sanggau Nomor 28 hanya boleh
Tahun 2021 tentang diberikan
| Pendelegasian kepada instansi
kewenangan Bupati YANE
urusan perizinan dan berwenang
nonperizinan kepada
kepala dinas
penanaman modal
dan pelayanan
terpadu satu pintu
kabupaten sanpgau. |
4 Pelaku Usaha Bukumen Risalah, a, UL No. 13 Tahun Dapatl mengeangu Menjaga netralitas | Tidak terbatas
Motulensi, Dan Berita 2003 tentang poses penyelesaian mediator dan situasd kecuali atas
Acara Mediasi/ Konsiliasi Ketenagakerjoan; dan | kasus, memicu gejolak | hubungan industrial vang | persetujuan vang
Perselisithan b. UU Mo, 2 Tahun sosialf konflik bary kondusif bersangkutan
2004 {Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Industrial)
o1 | Informasl dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
L Drats dan informasi a. Dats material sandi; a, UU No. 14 Tabun Membahayakan Menjaga pertahanan Selama jangka
persandian b. Data Alat Pendukung 2008 Tentang KIP periahanan dan dan keamanan Negarn waktu vang
utama persardian. Pasal 1T huaruf b, keamanan negar ditetapkan
humf c;
b, Perka Lembaga Sand|
Negara Mo, 9 Tahun
2009 Pedomaear
Penyusunan Standar
Operasional dan
Prosedur di Lembaga

b




Sandi Negara;

&. PERKI Mo, 1 Tahum

2017 Tentang
Pengklasifikasian
Informasi Publik; dan
d, Perka Lembaga Sandi
Megara Mo, T Tahun
2013 Tentang
Pedoman Pembinaan
Materi Sandi di
Inatansi Pemerintah,

Diata dan informasi User name dan Password | UU No.36 Tahun 1999 Penyalahgunaan oleh | Menjaga keamanan data Selama masih
persandian Aplikasi internal OFD Tentang Telekomunikasi | pihak lain yang Gdak dan informasi yang digunakan
Pemkab Pasal 22 bertanprungjawakb tersimpan dalam setiap
aplikasi
Teknologl Informatdian &, Kode akses clektronik | a. UU No. 14 Tahun i, FPenyalahgunaan A, Menjaga keamanan Selama kode
aplikasi; 2008 Tentang KIP al=h pihak lain; dats yang bersifat masih digunakan
b. Sistem Keamanan Fasal 17 hurufh, c, i, | b. Penyvalahgunaan rahasia;
Informasi; dan dan huraf j; dan oleh pihak lain dan | b, Menjaga keamanan
¢. Bandwidth b. UU No, 19 Tahun dapat database dan terjaga
Manapement. 2016 tentang menimbulkamn dari potenai kerugian:
Perubahan Atas Ul potensi kerugian dan
Na 11 Th 2008 inveatasi c. Menjaga keamanan,
tentang informasl dan kepentingan keselamatan, kerugian
transaksi elekironik umLm ) merugikan negara dan disintegrasi
pasal 30. kfuangan Negara; bangsa.
c. Mengganggu
kepentingan
perlindungan
kekayaan
intelektual dan
data pribadi; dan
d. Memugikan

keamanan,




keselamatan,
keruglan negara

bertanggungiawab

setiap apllossi

dan disintegrasi
bangsa.
Teknalogi Informatika Internet protocol /1P a. UU No. 14 Tahun . Dapat a. Melindungi hak Selama masih
address pribadie 2008Tentang KIP MengEanggu atas kekayaan digunakan /berlak
Pasal 17 l'll.l.l'l.!.f b, e i perlindungan hak intelektual; dan
dan huruf j; dan atas kekayaan b. Menjaga
b, UL Mo, 19 Tahun intelektual dan keamanan,
2016 tentang data pribadi; dan keselamatan,
Perubahan Atas b. Merugikan kerugian negara
UL Mo 11 Th 2008 keamanamn, dan disintegrasi
tentang Informasi dan kesclamatan, bangsa.
Transalsi Elsltronil kerugian negara
pasal 25. dan disintegrasi
bangsa.
Teknobogl Informatika a. Data perangkat a. Ul Mo 14 Tahun 2008 | Memgikan keamanan, | Menjaga keamanan, Belama masih
jaringan dan server; tentang KIP Pasal 1T | keselamatan, kerugian | kesslamatan, Digunalkan
b. Data topologi jaringarn, huruf e, §, dan j; dan | negara dan kerugian negara dan
c. Datn sistem keamanan | b UL No. 19 Tahun disintecgrasi bangsa disintegrasi bangsa
jaringan; 2016 lentang
d. Source code aplikasi; Perubahan Atas UL
e. Data dokumen desain Mo 11 Th 2008
sistem aplikasi; tentang Informasi dan
. Data frekuensi pada Transaksi Elektronik
setiap site yang pasal 25,
dimanfaatkan; dan
g Database aplikasi
giztem informasi.
Teknolagl Informatika User name dan Password | UU No. 36 Tahun 1999 Penyalahpunann Menjaga keamanan Sslama masb
Aplilasi Inlernal OPD tentang Telekomunikasi | oleh pihak lain vang data dan informast Digunalan
Perrila pasal 22 tidak yang tersimpan dalam




r |Hm‘.|ﬂik sosial

. El.npnt menisalk

Data potensi dan f, UU Mo, 14 Tahun 8. Menjaga sumber - Permanen
penanganan konflik sosial 2008 sumber-sumber aumber dan metode
masyarakat tentang KIP Pasal 17 dan metode intelefen; dan
hurif ¢; dan intelejen; dan b. Dapat membahayakan
b, UU Mo, 3 Tahun 2002 | b. Dapat keamanan negara.
tentang Pertahanan membahayakan
Megara. keamanan negara.
WV |Informasi yang dapat mengungkapkan data pribad] den waslat sescomng =
1. |Data dan dokumentasi |a. Database Dokumen a. UL No. 14 Th 2008 Dapat mengungkap Melindungi data a. Permanen;
kependudukan kependudukan tentang KIP Pasal 17 | data rahasia pribadi rahasia pribadi yang b. Mendapat ixin
b. Data pencari kerja (AK huraf hi; yang bersangkutan Bersangkutan dari yang
1M}, CPMIT f PMI/PMIB; | b. UU No. 27 Tahun bersangkutan;
¢, data pribadi 2022 tentang £. Dikecua likan
kependudulmn; Pelindungan Data uniik
d. Data pribadi Pribadi; dan SCIETUSIIVA
ransmigramn; ¢, UL Mo 13 Tabun 2023 ilm:u-,u ALa%
e. Datn pribadi sisoa; tentang perminiaan
f. Data penghuni dan ketenagakerjaan. pikiak
pemanfaatan mumah berwajibf hulkm
BUSUN, SEWa; .
g. Data pribadi pelaku
usala;
h. Data debitur dang
bergulir;
i. Data pribadi pemohon
izin; dan
J. Data penyandang gizi
buruk,
2. | Data Pribadi Data bekas tahanan a. UU Mo, 14 Th 2008 | a. Penyalahgunaan a. Menghindari konflik Permanen
politik Gerakan 30 tentang KIP Pasal 17 MIE; antar masyarakat;
September/Partad huruf h; h. Dapat memicu b. Melindungi data
Komunis Indonesia b. Ul No, 24 Tahun konilik antar rahasia pribadi yang
2013 tentang masyarakat; bersanghutan;
Administrasi ¢. Dapat mengungkap | ¢ Melindungi harka
Eependudukan; dan dnta rahasia ] martabat yang
bersangkutan, dan




c. Instruksi Menteri
Dalam Negeri Mo, 32
Tahun 1981 ientang
Pembinaan dan
Pengawasan Bekas
Tahanan dan Bekas
Narmpidana Gerakan
a0 5/ Partni Komunis
Indoneain.

pribadi yang
bersangkutan; dan
d. Dapat
memuncullkan
stigma negatil di
masyarakat.

d, Melindungi darl
penyalahgunannn data
informasi pribadi yang
bersangkutan.

Data Pribadi

Identtns cks tahanan
politik dnn noraphidana
penlitike

n. UL No 14 Th 2008
tentang KIP Pasal 17
hurul h; dan

b UL Ne. 12 Tahun
1995 tentang
Lembaga
Pemuasyarakatan.

Dapat mengunghkap
data rahnaia pribadi
yang bersangkutan

Melindungi data
rehasia pribadi yvang
bersangkutan

Datn Pribadi

Moma dan alnmnt dota
Penyandang Masalah
Kescjahternnn Sosial yang
adn di masyarakat

a. UL Mo 14 Th 2008
tentang KIP Pasal 17
huaruf h;

L. UL Mo.39 Taliuin 1999
tentang Hak Asasi
Manusia;

e, UL Ne. 13 Th2011
penanganan fakir
misking dan

d. Permensos No 8
Tahun 2012 tentang
Fedoman Pendataan
Dan Pengelolnan Data
PMES dan PSKS Fasal

17 Ayat (2).

Mengungkapkan
data pribadi yang
bersifant rmhasia

atigma {len_l:ﬂ' idan

‘Kecuali ada
permintiaan
khususs
[penelitian,
penegnkan

Data Pribudi

Dt prilsmdi penderita
HIV/AIDS dan penyakit
pandemik (noma dan
alamat]

a. Ul Mo. 14 tahun
2008 tentang KIP
Pazal 17 Hurf h;

Mengunghkap data
pribadi yang bersifat
rahasin

Melindungi data
pribadi pasien yang
bersifat rahasin

Apabila mendapat
perselujuan yang
bersangkutan dan
kepentingan
khusus




b. UUJ No, 39 Tahun

1999 tentang Hak
Asas] Manusia;

UL Mo, 1T Tahun
2023 tentang
Hesehatan pasal
(297); dan

Pernturan Daerah
Provinsi Kalbar Ne. 2
Tahun 2009 tentang
Pencegahan dan
penangeulangan hiv
dan aids Di Provinsi
Kalimantan Barat
Pasal 32 ayat (3] dan
ayat (4).

6. | Data Pribadi Data dan identitas korban | a. UU No. 14 tahun Rahasia pribadi Melindungi korban Dikecualilcan
kekernsan perempuan dan 2008 individu umiuk seteru
anak tentang KIP Pasal 17 (eecuali atas

Huruf h; dan permintasr pihak
b. UL No, 35 Tahun Berwajib/hulkum

2002 tentang

Perlindungan Anak.

7. | Data Pribadi Hasil Test Pemeriksann a. UL No, 14 tahun Mengungkap data Melindungi dari Apabila mendapat
Keasrhatan Calon Jemaah 2008 tentang KIP pribadi yang bersifat persctujuan dan
Haji Pasal 17 huruf h; rahasia datainformasi yang yang

. UL No.99 Tahun 1999 bersangkutan bersanghkutan
tentang Hak Asasi
Manusia;

Permenkes 269 /
kicnkes J PER J o1
2008 tentanp Rekam
Medis;

. U No. 13 TahunZ008

11




tertang
s
ibadah haji; dan
e Permenkes No. 15
Tahun 2016 tentang
[astithnnh Kesshatan
Jemaah Haji

Data dan Informasi
tentang perlindungan
Masyarakat Hukum
Adat [MHA)

aftar Masyarakat
Hukum Adat {(MHA] yang
sudah dibeniuk
berdasarkan peraturan
perundang undangan
maupun dafiar MHA yang
sedang berproses untuk
dibentuk masing-masing
wilayah di Kabupaten
Sanggau

a. UU No. 14 tahun
2008
tentang KIF Pasal 17
Huruf h;

b. ULl No. 27 Tahun
2022 tentang
Pelindungan Data
Pribal;

€. peraturan menteri
dalnm negerl nomor
52 tahun 2014
pedoman pengakuan
dan perlindungan
masyarakat hukum
adat; dan

d. Pernda Kabupaten
Sanggau Nomor 1
Tahun 2017 tentang
Pengakuan Dan
Perlinduingan
Masyarakat Hukum
Adat.

Data wajib pajak

Berisl tentang data pribadi
wajib pajak

A, UL Mo 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal
17 huruf b dan T;

b. Peraturan Menteri
Dalam MNegeri No. 13
Tahun 2006 tentang

a., Penyalahgunaan

oleh pihak laing dan

b, Mengungkap data

pribadi wajib pajak

Apabila mendapat
persetujuan dan

1z




Trans e s
Pengelolann
Heuangan

Daerah; dan

Ul No, & Tahun 1983
tentang Kelentuan
Umum dan Tate Cara
Perpajakan
sebagaimana telakh
diubah dengan UL
Mo, 16 Tahun 2010,

10, | Data wajib pajak Surmt Pemberitahuan . Undang- undang Terjaucdi Melindungi Sampai ad:a
Pajak Torutans Momor 1 Tahun 2022 | penyalahpunaan oleh | Peayvalabhgunaan aleb persctujian dan

tentang Hubungan pihak yang tidak Pihak yang Tidak Wajib Pajak
Keuangan antara bertangrungjawah, berkepentingan Tertulis, Kecual
Pemerintah Pusat dan Untuk kepent
Pemerintah Daerah, auditar,
Bah II Pajak Dasrah APH MCP KPR
Dinii Retribusi Daerah Dan Proses

terdapat pada pasal
103

Kerahasinan Data
Wajib Pajak:

. PP Nomor 35 Tahun

2023 tentang

KEetentuan Umum
Pajak Dnerah dan
Retribusi Daerah;

. Peraturan

Daernh Kabupaten
Sanggau Nomor 8
Tahun 2023

tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi
Dacrah pasal 3

ayat (3] dan ayat {4).

Hukum lainnya

13




11, |Data wajib pajak Bumt Ketetapan Pajak . Undang- undang Terjadi Melindungi Sampai ada
Daerah Nomor 1 Tahun 2022 | peoyvalabgunaan oleh | Penyalahgunaan oleh peractujuan dar

tentang Hubungan pihak yang tidak Pihak yang tidak Wajib Paj
HKeunnpgan antara bertanpgrungjawab. i Tertulis, Kecuali
Pemerintah Pusat dan Untuk kepentd
Pemerintah Daecrah, ngan auditor,
Bab Il Pajak Daerah APH, MCP KPK
Dan Retribusi Dacrah Dan Proses
terdapat pada pasal Huleum lainnya
103 Kerahasiaan Mata
Wajib Pajak; dan

b. PP Nomor 35 Tahun
2023 Tentang
Ketentuan Umum
Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
dan

. Peraturan Daeral
Habupaten Sanggau
Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Caermh
dan Retribusi Dasrah
pasal 3 ayat (3} dan
ayat (4],

12. | Data wajib pajuk Surat Setor Pajak Daerah | a. Undang- undang Terjadi Terjadi penyalahgunaan Sampai ada
Nomor 1 Tahun 2022 | penyalshpunaan oleh | oleh pihak yang tidalk iviam dari
tentang Hubungan pihak vang tidak: hertangpungiawakb, Wajibh Pajake
Keuangan antara bertangpungjaswakb. Tertulis,
Pemerintah Pusat dan Untuk kepenti
Pemerintah Daerah, ngan auditor,
Bab Il Pajak Daecrah APH, MCP. KPK
Dan Retribusi Dasrah Dan Prosess
terdapat pada pasal Hukum lainnya

103 Kerahasinan Dhata
Wajib Pajol;
b. PP Momor 35 Tahun
2023 fentang




13,

Ketentuan Umum
Pajak Dacrah

dan Retribusi Dasrah;
dan

., Perpturan Daerah

Kabupaten Sanpggau
MNomor & Tahun 2023
tentang Pejak Dasmh
dan Retribusi
Daerah pasal 3

ayat (3) dan ayat (4.

Data wajib pajak

Data Fiutang Wajit Pajak

. Undang- undang

Nomaoar 1 Tahun 2022

tentang Hubungan

Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah,
Bab Il Pajak Dasmb
Dan Retribogl Daerah
terdapat pada pasal
103 Kerahasiaan Data
Wajib Pajak;

. PP Nomor 35 Tahun

2023btentang
Ketentuan Umim
Pajak Dacrah dan
Fetribusin Daecrah;
dan

. Peraturan Daerah

Knbupaten Sanggau
Nomor B Tahun 2023
tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah
pasal 3

ayvat (3] dan ayat (4).

Terjadi
penyalabhgunsan aleh
pihak yang tidak
bertangpungiwals,

Melindungi Penyalahgun
aan oleh Pihak yvang
tidak berkepentingan

Sampai ada
persetajuan dard
WajibPajak
tertulis, Kecuali
Uk
kepentingan
auditor APH, dan
Proses Hukum
lainnya




Bayar luran JKN dan

miskin; dan

14. |Data wajils pajak Informasi yong diketahui | o UU No. 14 Tahun Pelanpgaran Kernhasiaan wajib pajak Dikecualikan
atau diberikan oleh wajib 2008 tentang kerahasinan wafib terjaga untuk seterusnya
pajok dalam rangka Keterbukann pajak dengan sanksi {kecuali atas
jnbatan/pekerjaan untuk Informasi Publik Pasal | pidana kurungan permintaan pihak
menfalankan perundang- 17 huruf h; dan paling lama 1 {satu) berwajibf huloum]
undanpgan pajak dacrah . UlJ Mo, 28 Tahun tahun dan denda

2009entang Pajak munksimal
Daerah dan Retribusi | Rp.4.000.000,-
Dacrah Pasal 172 ayat

(1).

15. | Data wajib pajak Kode Personal . U Mo, 14 Tahun Penyalahgunaan aleh | Menjaga keamanan Selama kode
Identification Number 2008 tentang pihak lein rekening Bank masih digunakan
[PIN) Rekening Bank Keterbulnan

Informasi Publik Pasal
17 haraf b; don
U Moo 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik
FPaszal 1 angka &,
16. | Data wajib pajoak Data deposito U] Ho, 28 Tabiun 2009 Kinerja penycrapan Dapat memaninatian Permanen
tentang Pajak Daecrah belania dasrah uang daerah vang belum
dan Retrbusi Daerah dianggap kurang dipergunalen [idle cash)
Fasal 172 ayat (1) bagus untuk meningkatkan PAD
17. | Data pribadi binaan di Data pribadl Data a. UU Mo 14 Th 2008 Mengunghkap data a. Melindungi data a Recuali apabila
UFTD Dinas Sosial Terpadu Kessjahteraan tentang KIP Pasal 17 | pribadi yang bersifat pribadi yang bersifat mendapat
(Balai-balai Rehabilitasd Sosial; huruf b 2 rahasia; dan persetujuan
Dinas Sosial) . Data pribadi Bantuan | b UU No.39 Tahun 1999 b. Melindungi Slien ¥ADg
s035ial pangan; tentang Hak Asasi dari tindakan beisangkutan;
. Data pribadi Data Manusia; diskriminasi dan dan
Bantuan Sosial Tunai; |e¢. UL No. 13 Th 2011 stigmea negatif b. Kecuali pihak
. Data pribadi Peserta penanganan fakdr

Yang

berkepenmtngan

APBD; d, Permensos No & dalam rangka
. Data pribadi penerima Tahun 2012 tentang penyelenggama
FPKH; dan Pedoman Pendataan f keseja hteraan

16




I, Data pribadi penerima

dan Pengelolaan Data

aoskal sesuai

SASETE. PMEKS dan PSKS Pasal dengan
17 Ayat [2]. ketentuan
peratiran
perundang-
undangan.
18. | Data pribadi binaan Anak-Anak dnlnm a, UL Mo 14 Tahun 2008 | a. Dapat merugikan . Menjaga agar proses Tidak terbatas
Pemerlu Pelayanan Perlindunpgan Khusus, tentang Keterbukann Proses peryusunan pemyusunan kebijakan
Hesejahteraan Kelompek Penyandang Informasi Publik pasal kebijakan; dan tidak terhambat; dan
Sosial/PPKS) di UPTD Dizabilitas, Kelompok 17 huraf b; b. Dapat mengungkap | b, Menjags informasi yang
HBalal Rehabllitasi Marginal dan Korban b, U 27 tahuan 2022 informasi yang menurut undang-
Sosinl/ Dinas Sosial Masalah Sosial, Kelompok tentang perlindungan et undang lainnya
Lanjut Usia (Lansia) data pribadi; dan undangundang dirahasiakan dan/atau
Potenalal & Mon-Potensial, | €. UU No. 23 Tahun lainmya tidak baleh diunglap,
Korhan Beneana dan 2006 jo. ULN Mo, 24 dirahasiakan fdan
Situasi Damarmat Tahun 2013 tentang atay tidak boleh
Administrasi diunghkap.
Hependudukan
19. | Keschatan 6. Datn rekam medis a. UL Mo 14 Tahun 2008 | 8. Mengunglkap Melindungl rahasia Sampai denigan
pasien tentang Keterbukasn rahasia pri pribadi terkait kondisi | dibuka olebh pitak-
Fumal Informasi Publik pasal terkait kondisi keschatan dan fAsik pikak yang berhak
sakit/ Fuskesmas 17 huraf h dan huarafl kesehatan dan fisik SESEOTOE Yang atas mformasi
termasulk nomaor I; scscorang; dan dilindungi undang rekam medis
registeasi rekam medis; | b, UL No 29 Tahun 2004 | b, Data dapat undang: dan berdasarkan
dan tentang Prakick dimanipulasi, . Melindungi/ Peraturmn
b. Laporan kasus / Hedokteran pasal 47 dipalsulkan ataa mengamankan data Perundang-
diagnosis penyakit ayat (2); disalahpunakan dari manipulasi, undangan.
pasiEmn c. ULl Ne. 17 Tahun untuk tujuan pemalsuan atai
2023 tentang kejahatan, pemyalahgunaan untuk
Hesehatan tujuan kejnhatan.
d. Ul Ho 44 Tahun 2000

tentang Rumah Sakit
Pasal 32 huruaf i
entang Hak Pasien;
dan
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e. Ul No. 17 tahun 2023

tentang Kesehatan
pesal 47 ayat 2
21. | Keschatan Hasil audit medik pada a. UU No. 14 Tahun a. Kepercayaan publik | a. Membantu Badan Sampai dengan
sarana Kesehatan Z008 tentang terhadap rumah Publik dalam mencapai | Diperlukan untuk
Keterbukaan sakit menjadi Keberhasilan keperluan proses
Informasi Publik pasal menurun karena pelaksanaan kebijakan | hukum oleh
6 ayat (3) hurnfd, kaaus yang terkait serta sebagai bahan aparat hukum dan
pasal 17 hurafl h dan dengan insiden evaluasi dalam pengadilan
huraf I kesclamatan meningkatikan
b, UL Mo. 29 Tahun pasien; dan keselamatan pasien
2004 tentang Prakiek | b. Dapat mengungkap agar peristiwa serupa
Kedokteran pasal 9 pamm.haah pribadi mﬁdﬂh terulang kembali;
at (2] dan pasal 74;
an ¥ ' b. Melindungi rahasia
¢, Fermenkes 755 Tahun pribadi pasien.
2011 Tentang
Penyelenggarman
Komite Medik di
Rumah Sakit
22, | Kesehatan Hasil audit terkait dengan | 8. UL Mo, 14 Tahun Dapat mengunghkap Melindungi rmhasia Sampai ada
medical error 2008 tentang rahasia pribadi pasien | pribadi pasien persetujuan
Keterbulcaan erriilis daci
Informasi Publik pasal pasen
17 hurual I;
b, UU Mo, 3 Tahun 2005
tentang Keolahragaan;
c. UU No. 5 Tahun 1997
tentang Peikotropiloa,
Pazal 33 dan Passl
34,
d. UL No. 35 Tahun
2009 tentang

Markotika Pasal 14;

dan
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. ULl Mo, 17 Tahun
2023 tentang
Kesehatan;

23. | Kesehatan Data pribadl hutang _ UU Mo, 14 Tahun Mengungkap rahasia | Melindungi rahasia dan Selamanya kecuali
pasicn pada rumah sakit 2008 tentang KIP dan kondisi keuangan | kondisi keuangan pasien yang
[nama alamat, dan jumlah Pazal 17 huruf b BCSCOTANE BEACOTANE bersangkutan dan
hutang) angka 3; dan Keluarganya

» Permenkes 77 Tahun
2015 tentang visum et
repertum.

24. | Keschatan ldentitas subyek . UU No. 14 Tahun Dapat mengungkap Melindungi rahasia Sampai ada
penelitinn dalam rangka 2008 wentang rahasia pribadi pasien | pribadi pasien persetujuan
Pengembangan keschatan Keterbukaan tertulis dari

Informasi Publik pasal subyek peraelitian
17 hurufl b dan haruld yang
I; dan tan
. UU No. 17 Tahun
2023 tentang
HKesslhatan;

25. | Keschatan Rahasia kedokteran, yaitu | a. UU No. 14 Tahun a. Melanggar rshasia | Melindungi rahasia Sampai adaA
penemuan dokter dalam 2008 lentang jabatan; dan pribadi pasien Persetijuan
rangka pengobatan dan Heterbukaan b. Dapat mengungkap tertulis dari pasien
dicatat dalam rekam Informasi Publik rahasia pribadi
medis & ayat (3) hurufd, pasien.

pasal 1T huruf b dan

huruf I; dan

Ul Na. 17 Tahun

2023 tentang

Kesehatan,

2B. | Kesehatan a. Data kematian [bu, . Ul Ho. 14 Tahun a. Dapat mengungkep | Melindungi data pribadi o, Permanen;
bayi,dan potensi KLB 2008 tentang data pribadi pasien | yang bersifat rahasia b. Mendapatkan
yang belum di audit Keterbukaan vang bersifat nn dari yang
tim ahli; Informasi Publik pasal rahasia; dan bersangkutan;
b. Riwayat, kondisi dan 6 ayat (3} hwufd, b. Penyalahgunaan dan

perawatan, pengobatan pasal 17 huruf h; dan oleh pi lrin.




keschatan fisik dan

b. UU No. 17 Tehun

. Mengikut
psikis scscorang; dan 2023 tentang Jadwal Retensi
c. Hasil uji laboratorium Kesehatan Arsip.
di bidang keschatan.
27. | Keschatan Dokumen insiden i, UL Nomor 17 Tahun | Akan membulka data | Akan melindungi data Sampai pithak
keselamatan pasien : 2023 Tentang pribaudi dan tndakan | pribadi dan tindakan yang rahasianya
Kronologi kejadian Kesehatan Pasal 351 | medis yang bersifat medis yang bersilat diungkap
Identitas pelapor, pelaku, Ayat [2}; dan rahasia rahasia memberikan
dan pasien yang b. b. U Nomor 14 persetujuan
mengalami insiden Tahun 2008 tentang tertulis dan atau
Laporan Rool Cause Keterbukaan telabh dibula
Analysis (RCA] Berita Informasi Publik Pasal dalam proses
Acara Root Cause Analysis 17 hurufl h; pengadilan
[RCA]. =S " .
28, | Kesehaatan Gambar [ Foto serta Video | Undlang - Undang Nomor | a. Mengungkap data | Melindungi data dan Terbatas sampai
Rekaman Tindakan Mediz, | 14 Tahun 2008 Tentang pasien yang proses pelayanan Pasien dengan mendapat
Pasien dan Petugns Keterbukaan Informasi bersifat rahasia; yang bersifat rahasia persctujuan
Publik Pasal 17 hurf h. dan tertulis dari yang
b. Mengungkap bersanglutan dan
proses pelayanan Direlesi, tanpa
kesehatan memperlihatkan
identitas [ wajah
dan ciri khusus |
29. | Data Kepegawaian Dokumen Kepegawakan ; i, UL No. 14 Tahun o, Dapat mengungkap | a. Melindungi data Selama menjadi
a. Data pribadi pelamar 2008 tentang KIP rahasia pribadi pribadi pegavai yang Pegawai
umum Calon Pegawad Pasal 17 huruf h dan pegawai; bersifat mahasin; dan
Megeri Sipdl; huraf I b. Dapat menghambat | b, Membantu kelancaran
b. Data pribadi pegawai b. UL No. 20 Tahun proses penegakan proses penegakan
Non-PHS; 2023 Tentang hukum; dan hulkum mengamankan
¢. Biodata pegawal yang Aparatur Sipil Negara; | ¢. Dapat menghambat PrOSEs PEnyUSUInan
terdird dari MIK, tanggal | c. PP Ne, 94 Tahun 2021 Proses penyusunan kebijakan.
lahir, NIP, no telpon, Tentang Disiplin kehijakan.
alamat, data riwayat Pegawal Megerd Sipul;
keluarga pegawai, d, FP* No. 11 Taiun 2017
HEWEF dan No tentang Mansajemen
kepesertaan Pegawai Nepgeri Sipil;
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BPJS, rincian gaji
perawnd;

d. Hasil Ujl Keschatan
Pegawii;

e. Hnsll penilninn
penctapan angka kredit
pegawai;

. Dokumen hasil selelksd
uji kompetensi dan
asscssment pegawai;

E- Dokumen konseling
prgawal;

h. Hasil pemeriksann
kesehatan PNS dan
pejabat (kecuali yang
bersangkutan) Milai
hasil tes (bes potensi
akademik, psikotes, o8
kesehatan dan
kebugaran, wiawancara
dan EBA) dalam rangks
penyaringan /
penerimaan CPHS,
termasuk hasil psikobes
bagi PHS dan pegawai
BLU dalam rangka
mutasi jabatan (kecuali
yang bersangkutan];

L Pengajuan
pemherhentian
sementarn kKarena
dilakukan penahanan
pihak yang berwajils;

j. Burat pengajuan
mutasi jabatan
struktur;

c. PP No. 17 Tahun 2020
Perubahan FP
11 tnhoan 2017;

f. PP 30 Tahun 2019
tentang Pe.nll.u.hm
Kincrja Pegawai
MNegeri
Sipil;

il




k. Informasi kepegawaian
menyanghut data
pribadi
dan data lain yang
berkenman dengan
pepawal tersebut
(biodata elektronik
PHE]; dan

L lLaporan Tambahan
Penghasilan Atas Nama
Pribadi

a0, | Data Kepegawaian Dokumen proses . UU No. 14 tahun Mengganggu proses 4. Mengamankan atau Sampai dengan
pengangkatan, 008 tentang KIP, Pengambilan memperlancar proses terbitnya SK
pemindahan dan pasal 17 huruf b, i keputusan PEOyLISIIAD
pemberhentian PNS dalam dan huruf j; keputusan;
dan dar jabatan . UU No. 20 Tahun . Menjaga suasans
struktural, lungsional 2023 tentang kondusil dilingkungan
tertentu dan funpsisnal Aparatur Sipil Negara, Lerja; dan
umum, kepala sekokah « PP No. 11 Tahun 2017 - Menghindari

tentang Manajemen tindakan okmum

Pegawal Megeri Bipil; yang tidak

dan bertanggungjawab dar
. PP Mo, 17 Tahun 2020 penyalahpunaan

tentang Perubahan PP WEWETLEILE-

11 Tahun 2017,

31. | Data Kepegawaian Dokumen Sidang Tim UL Mo, 14 tahun Dapat menghambat Mengamankar atau Menyesuaikan
Pertimbangan Pendlaian 2008 tentang KIP, proses pemindahan memperlancar proses | jadwal retensi
Kinerja Pegawai pasal 17 huruf b, i dan pengangkatan Penyusunan arsip

dan hurmaf j; Pogawai Megeri Sipil keputusan;

UU Ho. 20 Tahun dalam jabatan . Menjaga suasana
2023 tentang strulctural kondusil dilingkungan
Aparatur Sipil Negara; kerja; dan

PP Mo. 11 Tahun 2017 . Menghindar tindakan
tentang Manajemen oknum yang tidal
Pegawal Negeri Sipil; bertanggungjavwab dan

dan

i




d. PP No. 17 Tahun 2020
tentang Perubahan PP
11 Teahun 2017,

penyalahgunaan
WEWENANE-

32. |Data Kepegawaian

A, Hasil pembinaan
perkawinan dan
perceraian; dan

b Izin perceraian Pegawia
Negeri Sipil.

a. UU No. 14 Tahun
2008 tentang KIP,
pasal 17 huruf b, i
dan huraf j; dan

b. PP Mo. 45 Talnn 1990
tentang Perubahan
Atns Peraturan
Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang

a. Dapat mengungkap
data rahasia
pribadi
Pegawal Negeri
Sipil; dan

b. Berpotensi
muncilnya
distorsi informasi
dan blaa

a. Melindungi data
pribadi Pegawai Negeri
Sipil yang bersifat
rahaaia; dan

b. Menjaga obyektifitas
putusan izin,

Sampal dengan
empat tahan
sciclah rang
bersanglkutan
berhenti menjadi
pcEawai

Izin Perkawinan dan menimbullan
Perceraian Bapi fitnah.
Pepawai Negeri Sipil.

33. | Data Kepegawaian n. Penilainn sasaran a. UU No 14 tahun 2008 | Dapat mengungkap Melindungi data pribadi Sampai denigan
kinerja pegawai, buku tentang KIP, pasal 17 | data rahasia pribadi Pegawai Megeri Sipil yang | empat tahun
catatan penilaian huruf b, § dan hurul §; | Pegawal Negeri Sipil bersifat rmhasia setelah yang
perilaku dan penilnlan | B PP Mo, 30 Tahun 2019 bersangkutan
prestasi Pegawai Neger tentang Penilaian berhenti menjadi
Sipil; dan Kinerja Pegawai —

b. Identitas PNS yang Hegeri Sipil,
melanggar disiplin dan
dijatuhi hubuman
disiplin.
34. | Data Kepegawalan Dokumen proses mutasi a. UU No 14 tahun 2008 | Mengungkapkan data | Menghindari tndalkan Sampai dengan
antar dacrah tentang KIF, pasal 17 | pribadi pemohon yang | oknum yang tidak diterbitkanmya
huruf b, | dan hurf bersifat rahasia dan Bertanggungjawab dan Surat Kepuatisan
I dapat dimanfaatian Penyalahgunaan Penempatan
b. UU Mo 20 Tahun 2023 | oknum yvang bdak WEWETLANE
tentang Apamtur Sipil | bertanggungiawab
Megar;
c. PP No 11 Tahun 2017
tentang Manajemen




Pegawai Nepgeri Sipil;

dan

d. PP No. 17 Tahun 2020

tentang Perubahan PP
11 tahuan 2017,
35. | Data Kepegawaian Hasil penilaian izin 8. Undang-Undang a. Dapat mengungkap | a. Melindungi rahasia Menyesuaikan
P mencalonkan diri menjadi Hnmnrglit Tahun data rahasia jabatan dan rahasia jadwal retensi
kepala desa 2008 tentang pribadi negara; dan arsip
Keterbukaan dan dapat b. Menghindari tindakan
Informasi Publik Pasal dimanfaatkan yang tidak prosedural.
17 huruf h angka 4; oknum yang tidalk
dan bertanggungiawab;
b. Peraturan Bupati dan
Sanggau Nomor 32 b. Dapat mengungkap
Tahun 2015 tentang rahasks jabatan
lzin Pegawai Negeri dan rahasia
Sipil yang NEEATA.
Mencalonkean Dhiri
sebagai Kepala Desa,
¥V | Memorandum atau surat-surot antar Badan Publik atau Mitra Badan Publik =
1. | Kearsipan ~ | Dokumen vang bersifat a. UU Mo, 14 Tahun Mengepanggu | Mendukung kebijakan Tidak terbatas
rahasia dengan kode X 2008 tentang hebijaban pemerintah f pimpinan
sangat rmhasia (SR, Keterbukanan Pemerintah /pimpinan
Rahasia (R) dan Informasi Publik Pasal
konfidensial

17 huruf i dan hurufl

B

b, UL Mo.43 Tahun 2000
tentang kearsipan
pasal 66 ayat 3 ol
i

¢. Feraturan Meten
Dalam Megeri Mo, 54
Tahun 200% tentang
Tata Maskah Dinas di
Lingkungan
Pemerintah Daesrah;
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d. Pernturan Kepala
ANRI No. 2 Tahun
2014 tentang Tata
Mnskah Dinaas;

¢. Peraturan Gubecrmur
Halbar tentang
perubahan atns
peraturan gubemur
nomor 116 tahun
2009 tentang tata
naskah dinas di
lingkungan
pemerintah provinsi
kalimantan barat;

f. Peraturan Daerah
Knbupaten Sanggau
Nomor 5 Tahun 2016
tentang
FPenyelenggaraan
Kearsipan.

—_—— e =

Motulen rapat

UL Na., 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal
17 buraf i dan huraf j,

Membahayakan

Melndungl informas
rahasia yang dilindungi

Tidak terbatas

Mola dinas, memo dan
disposisi pimpinan

f. UL Mo, 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukann
Informasi Publik Pasal
17 buruf § dan huraf
i

b. Peraturan Kepala
AMRI No., 2 Tahun
2014 tentang Taln
Maskah Dinas; dan

¢, Peraturan Meten
Dalam Negerd Mo. 54
Tahun 2009 tentang

Dapat mengungkap
rahasia jabatan dan
rmhasia negarm

a. Melindungi rahasia
jabatan dan mhasia
TLCERI;

b. Menjaga suasana
kondusil di Leghkungan

h’lm.g,‘il_nu.t__iidwal

TEiEnsl Arsip

15




‘Tata Maskah Dines di

Lingkunpgan
Pemerintah Daerah.

Mo. 5 Tehun k2006
tentang Petunjuk

4, |Kearsipan Keputusan Bupatl yang | UU No. 14 Tahun 2008 | Dapat mengungkap Menjaga kerahasiaan Tidak terbatas
hanya berlaku untuk tentang Keterbukaan rahasia pribadi pribadi
individual Informasi Publik Pasal
1T hurul h dan i
S. |Kearsipan Sonl ujian di Bidang UU Mo. 14 Tahun 2008 | a. Dapat mengungkap | 8. Melindungi data Permanen
Kepegamwainn tentang Keterbukaan data rahasia pribadi yang bersifat
Informasi Publik Pasal pribadi; dan rahasia; dan
17 hurul i b. Dapat mengganggu | b Menjaga obyektivitas
proses dan hasil hasil ujian.
wjkmr.
. Kearsipan Memorandum / Surat- a. Ul Mo. 43 Tahun Menghambat Memperlancar proses dan | Tidak Terbatas
surat antar inter badan 2009 teniang kebijakan Pemerintah | kebijakan Pemerintah
publik Kearsipan; dan Dacrah
b. ULl No. 14 Tahun
2008 Pasal 17 huruf |
dan huruf j.
7. | Kearsipan Rencana pelaksananan a. UU No. 43 Tabun Berpotensi Menutup peluang
tukar-menukarf pemindah 2009 tentang keterlibatan pihak kerupian vang
tangan barang dacrah Kearsipan; dan spekulan sehingga ditimbulkan oleh spelulan
b UUJ Mo, 14 Tahun merugikan daerah dan orientasi kepentingan
2008 Pasal 17 hurufl umum dapat tercapai
dan §.
V1 _| Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-TUndang =
1. Laporan Laporan hasil A. UL No. 14 Tahun Diapat menimbulkan Relomendasi f Fermanen
pemeriksaan 2008 tentang atimatisasi vang tidak | perovataan yang dimuat
Keterbulkaan pas karena perbedaan | dalam laporan hasil
Informas] Publik Pasal | persepsi atas pemernksaan dapat lebih
17 huruf [; penyataan / penilainn | efekul dan kondusif untik
b. Peraturan Menterd antara biroloasi dan adanya perhailea=
Sekretaris Negara RI masvarakat sisterm tata kelols
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Pelaksanaan Tata
Maskah Dinas
Sekretariat Negara
Republik Indonesia;
dan

c. Peraturan Menter
Dalam MNegeri Mo, 52
Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengawasan
Penyelenggarnnn
Pemerininh Daerah
Tahun 2011.

2. | Laporan Naskah Hasil Pemeriksaan | UU No. 14 Tahun 2008 Berpotensi disalah Menjaga penyalah gunaan | Selama berlaku
[HHPF) dan Kertas Kerja tentang KIP pasal 17 punaknn oleh omng dari pihak yang tidak
Pemeriksaon (KEF), huruf | dan weaf yang tdak berkepentingan.
berlke pentingan,
13 E.an Laparman Hasil UU Mo 14 Tahun 2008 Berpotensi disalah Menjaga penyalah gunaan | Selama berlaku
Pemeriksnan ([LHP), tentang KIiY, pasal 17 punakan oleh orang dari plhak yang tdak
iermasuk LHP huarul § ddan | yang tidak berkepentingan.,
: pemeriksann kasus, LHP berkepentingan.
| raview laporan keuangan
4. | Lapormn Laporan Keuangan yang | a. UU Ho. 14 tahun a. Herpotensi a. Menjaga | Sampai
terdirl dari : 2008 tentang KIF, disalahpunakan penyalahgunaan dari meijadi
| a. Laporan Keuangan pasal 17 huruf i dan aleh orang yang piliak yang tidalk Laporan
Dacrah (Laporan huruf j; tidak berkepentingan; Keterangan
keeunngan yang belam b UL Mo, 17 Tahun berkepentingan; b, Membantu mencspai Pertanggungjnw
di andit, LEJ, LKPJJ; 2003 entang dan keberhasilan aban [LIKPJ)
b. Laporan revieu Negara, b. MengganggEu proses pelaksaonann diterima DPRD;
keunngan vang belum Pasal 3 laval (1) audit. pembanpiinag; b. Sampai dengan
di andit; dan e. UL No. 15 tahun ¢, Melindungi terbitnys hasi
c. Dokumen perolehan 2004 tentang penyalnhgunm:an audit; dan
asel berupa tanah, Pemeriksaan data f informasi, €. Sampai dengan
Pengelolann dan terbitnya
Tangpung Jawab sertifilom i
Megara Pasal 19;
b
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d. Permenpan Mo, FER /
04 f M.PAM J O3/
2008 tentang Kode
Etik Aparat
Pengawasan Inierm
Pemerintah; dan

e. Permenpan Na. PER /
03 J M.PAN / O3
2008 Tentang Standar
Audit Aparat
Pengawasan [ntern
Pemerintah,

Hasil Audit Internal ULl No 14 tahun 2008 Crapat menpungkap Melindungi rahasia Sampal dengan
wentang KIP, pasal 17 rahasia jabatan dan jabatan dan rahaaia adanya
haruf j. rahasia negara negara persetujuan
Hasil monitoring adanya ULl No.48 Tahun 2009 Mengpangpu rencana Penanganan masalah Selama berlaku
dugaan penyimpangan pasal b ayat (2]; UL tinclnklanjut kebiby terfokus dan baik,

program bantuan kepada | No.14 Tahun 2008 pemerintahl terutama

pemerintah pasall? hurul T dan dalam menangani

desaf kelurahan dan haruf j. masalahnys

kelompok masyarakat.

7. Hasil pengawasan melekat | UL No. 14 Tahun 2008 Menggangeu Hebijakan lebih lanjut Selama berlaku

[waskat) pasal 17 huruf h, §, dan | kebijakan lebih lanjut | akan lebih mudah
hinaruf j. vang akan dilakukean | dilaksanakan.

Proposal penelitian Ul Mo 14 tahun 2008 Menghamhbat proses Memperlancar Sampai ada
tentang KIP, pasal 17 penelitian proses penelitinn perzetujuan dar
haruf § yang membiat

proposal
Pengadaan Barang / Dokumen pengadaan a, UU No, 14 Tahun a. Beitentangan A. Melaksanakan A Terbuka
barang/ jasa pemerintah, 2008 tentang KIP, dengan prinsip- pengadaan barang / terbatas unmk

Lerbuil Foaal 17 huruf b, { prinsip pengrdann jasa sesuai dengan seTta;

a. Dokumen perencanian dan huruf j; dan etika prinsip-prinsip b. Sampai dengan

penpadann bamng/ jasn pengadaan; pengadaan dan etika ditetapkan oleh
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dan persiapan

pengadaan :

- Detail Engineering
Design (DED);
Engineering
Estimate EE};

= Detail Spesifikasi
Teknis

-  Rincian Harga
Perkiraan Sendiri
(HF3)

- Soft Built Drawing

- Analisa Harga
Satuan Pelerjaan

-  Rencana Kerja

- Syarat-syarat
khusus
kontrak/SSKK

- Byarat-syarat
LIITELLEn
kontrak/SSUK

- Bentuk rancangan
kontrak, Uang
mukea

= jaminan uang

. U Mo, 30 Tabun

2000 tentang Rahasin
O

EANE.
. Perpres Mo, 16 Tahun

2018 tentang
Pengadaan
Barang/Josa
Pemerintakh;

- Perprea Mo, 12 Tahun

2021 tentang
perubshan Perpres
Mo. 16 tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;

. Kepmen PUPR No.

451/KPTS/M/2017
tentang Daftar
Informasi Yang
Dikecualiloan di
Kementerian PUPR;

, Permturan Femerintah

Mo, 51 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan
L

No, 14 Tahun 2008
Tentang KIF;
Peraturan Kepals
ANRI No. 2 Tahun
2014 tentang Tata
Maskah Dinas;
Peraturan Meteri
Dialam Hegen Mo. 2
Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas di
Lingkungan
Pemerintah Daermh;

b, Dapat mengham et
Proses peIyusunam
kebijakan di bidang
penpgadaan barangf
jasa;

c. Berpotensi
disalahgunakan
oleh pihale luar;

d. Mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kelkayaan
intelektual [HKI)
dan persaingan
usaha tidak sehat

b Memperlancar proses

penyvusunan kebijakan
di bidang pengadaan
barang/jasa;

. Dapat menjamin

obyektifitas
penilalanfevaluasi
PEMAWATAN,

. Melindungi dari

penyalabhpunaan
dataf informasi;

. Menjaga suasana

kondusll dalam
lingkungan kerja;

€. Kepentingan
oleh pejabat
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- Dokumen h. Perlem LEPP No.O7

Tender/Scleksi dan Tahun 2018 tentang

- Dokumen Pedoman
Kualifiknsi; Perencanaan;

- Dokumen i. Pengadaan
Penawarnn, BorangfJasa

- Dokumen assel Pemerintah; dan
penyediag j- Perlem LKPP No.09

- Duta Tahun 2018 tentang
Peserta fPenyedia Pedoman pelaksanaan
Barang/f.Jasa pengadaan

barang/ jnsa

Informasi Personil melalui penyedia,
Polkja;
Pemilihan -

Dokumen Hasil
Evaluasi Penawaran;
- Hasil klarifikasi
lapangan oleh pokja.
c. Dokumen pelitksanaan
kontrak dan serh
terima hasil pekerjaan ;
- Dokumen Kontrak;
- Rencana Akhir;
-  Basle Design.
d. Tahapan Moniloring
dan Evaluasi
- Administrasi, Cek
Lapangan, Catatan,

Temuan,
Kesimpulan
dan Rekomendasi.

Kesehatan a. Persediaan [armasi UU No. 14 Tahun 2008 Pengelolaan Melindungi rahasia Sampai ada
untuk kategori obat tentang KIF, Pasal 17 persediaan farmasi pribadi pasien dan cita persetujuan dar
yvang Mengandung huruf j hisa diketahui oleh sarana kesehatan pejabat varg
psikotropika pihak yang tidak berwenang
dan/fatau scjenisnyn; berwenang




b. Data Pemilik Resep [
Pasien (By Name By
Address]

¢. Dennh Detail Posisi
Kunci f& Aloses Lemar

kekuatan hukum

E}

Penyinipann;
d. Rincian Jolor
Distribusi
Pengiriman yang
Sedang Berjalan,
11. | Keselatan Berita acara dan lapomn UL Me. 14 Talwn 2008 Dapatl mengunpgkap Melindungi data Mengikuti jadwal
hasil pemeriksann sarana | tentang KIP, Pasal 17 data rahasia pribadi rahasin pribadi retensi arsip
pelayonan frmasd huruf j
12. | Penaninn Datn Formulast Produk Pasal 17 huruf b UU No. | a. Membawa a. Menjaga kerahasinan a. Tidak terbatas;
Perianion termasulk 14 Tahun 2008 tentang informasi rahasia sahasn: el
Pupuk padat, Cair dan Keterbukaan Informasi perusahaan; b. Menjaga iklim usaka b. Informasd ind
pestisida PFublik Permentan ne.40 | b, Dapat industsi agar kondusif; hanya baleh
Tahun 2017 menimbulikan e, Melindungi diberikan
peraaingan usaha persaingan usaba kepada instansi
yang tidak sehat; ticlal sehat, VR |
c. Untuk menghindari berwenang.
penyalahgunaan
data.
13, | Pertanian Usulan pelepasan variewas | o, Pasal 1T huraf b UU Dapat menimbulkan Dapsit dipnjuul‘hiﬁmn Setelah varictas
baru Mo, 14 tahun 2008 persaingan usaha terhadap varetas yang mendapatikan
tentang Keterbukaan | yang tidak sehat akan dilepas, surat pelepasan
Informasi Publik; dan kemungkinan bisa dilepas | varetas
b. Permentan no.40 pihak ladn/negara lain
Tahun 2017.
i 14, | Pertanian Data dan Peta Lahan a. UlJ Mo, 14 tnhun Penyalahgunaan pihak | Menjaga keamanan, Terbatas , Kecual
Pertanian Pangan 2008 tentang terkait, sangat mudah | keselamatan, kerugian permintaary
Berkelanjutan (LP2HE) Keterbulaan berubah-ubah dan negara dan disintegrasi khusus Perangkat
format Shapefile (File SHP) Informasi Publik; dan | belum memiliki bangsa Dearah, Pencgak




[ b. Pasal 46 dan Pasal 62
ULl Mo, 4 Tahun 2011
tentang Informasi
Crenapasial,
15, |Pertanian Detail Enginecring Design/ | Pasal 17 huruf b UU Apabila mengandung | Melindungi Sampai dengan
Rencans Teknik Akhir Momor 14 Tahun 2008 formula/ rumusan penyalahgunaan oleh selurub
tentang Keterbukaan tertentu, bisa pihalk yang tidak pelaksanaan
Informnsl Publilke merugikan berkepentingan komtrak selesal
kepentingan dilaksanalkan,
Persaingan usaha atau setelah serah
terima pekerjaan
kedua (FHO/
BLIPATI SANGGALT,
el
—— YOHANES ONTOT
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Mengetahui,
Wakil B i Sanggau

Sufina Herpena, 3,505 .M H



